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ABSTRACT    

The management of the SP4N LAPOR website is part of the implementation of e-government in improving public 

services at the Communication and Information Service (Dinas Kominfo) of Cilegon City. This study analyzes the 

management of the SP4N LAPOR website as part of the implementation of e-government in improving public 

services at the Cilegon City Communication and Information Service. Using qualitative descriptive methods, data 

were obtained through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the SP4N 

LAPOR service has run quite well based on the achievement of goals, integrity, and ease of access. However, there 

are still obstacles such as low community participation, lack of socialization, and delays in following up on reports. 

Therefore, it is necessary to strengthen socialization, information transparency, as well as sanctions and incentives 

for OPDs to increase service effectiveness. Overall, the management of SP4N LAPOR in Cilegon City has had a 

positive impact in increasing the efficiency and effectiveness of digital-based public services, although 

improvements are still needed in the aspects of participation and responsiveness of related agencies. 
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PENDAHULUAN 

Menurut Undang - Undang No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ialah 

suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan yang sudah 

tertera pada peraturan perundang-undangan 

untuk setiap warga negara serta penduduk 

atas barang, jasa, atau pelayanan 

administratif yang diberikan pihak 

penyelenggara pelayanan publik. 

Berdasarkan undang-undang diatas, maka 

adanya pelayanan publik diharapkan 

memberikan kepuasan pada masyarakat dan 

juga layanan yang terbaik bagi masyarakat 

yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Berkaitan dengan pelayanan publik tidak 

lepas dari peran yang diberikan oleh 

pemerintah terhadap warga negara. Akan 

tetapi pokok utama dalam pelayanan publik 

ini terpusat pada pemerintah yang dimana 

pemerintah sebagai pengelola dan penyedian 

layanan publik wajib melayani seluruh 

masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar 

dan kebutuhan yang mereka inginkan.  

Menurut (Erlianti, 2019) untuk 

meningkatkan pelayanan publik, pemerintah 

perlu melakukan beberapa usaha atau 
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pengembangan yang dapat meingkatkan 

kualitas dan juga entitas dari pelayanan 

publik tersebut. Jika melihat ada begitu 

banyak bentuk dari pelayanan publik yang 

disediakan pemerintah akan tetapi 

pemerintah perlu adanya sebuah inovasi atau 

perubahan mengikuti perkembangan zaman 

untuk meningkatkan pelayanan publik, 

maka dari itu perkembangan zaman saat ini 

yang dimana teknologi berkembang sangat 

pesat justru menjadi suatu peluang bagi 

pemerintah untuk memberikan upaya terbaik 

dalam mempermudah birokrasi dibidang 

pemerintah sebagai akses untuk 

mempermudah pelayanan sebagai bentuk 

transparasi publik. Maka dari itu pemerintah 

menghadirkan suatu alat yang sesuai dengan 

perkembangan digital saat ini yang disebut 

sebagai E-goverment.  

Menurut The World Bank Group (Falih 

Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-

Government adalah suatu upaya dari 

pemamfaatan informasi dan teknologi 

komunikasi untuk meningkatkan efesiensi 

dan efektivitas, transfaransi dan 

akuntabilitas pada lingkup pemerintah 

dalam menjalankan pelayanan publik 

kepada masyarakat. Dalam konteks ini, 

pemerintah Indonesia mengembangkan 

SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) 

sebagai platform digital yang 

memungkinkan masyarakat menyampaikan 

pengaduan, aspirasi, dan permohonan 

informasi secara terintegrasi. Pada Peraturan 

Menteri PANRB No. 3 Tahun 2015, sistem 

ini diwajibkan untuk diterapkan di seluruh 

daerah sebagai bagian dari reformasi 

birokrasi serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

Sebagai salah satu daerah yang telah 

mengadopsi sistem ini, Dinas Komunikasi 

dan Informatika (Kominfo) Kota Cilegon 

bertanggung jawab dalam mengelola 

website SP4N LAPOR untuk memastikan 

layanan pengaduan masyarakat berjalan 

efektif. Namun, dalam pengelolaanya, masih 

terdapat berbagai kendala, seperti minimnya 

sosialisasi, rendahnya partisipasi 

masyarakat, serta kurangnya transparansi 

dalam tindak lanjut pengaduan. Dari data 

pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 

total 450.507 penduduk Kota Cilegon, hanya 

142 laporan yang masuk melalui sistem ini, 

yang menandakan masih rendahnya 

pemanfaatan layanan digital ini oleh 

masyarakat. 

SP4N lapor sendiri merupakan bentuk 

pelayanan publik yang ada di Pemerintahan 

Kota Cilegon dan yang mengelola ialah 

Dinas Kominfo sebagai Admin Instansi 

dalam pegelolaan SP4N lapor ini. Dalam  
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layanan SP4N lapor tidak hanya menangangi 

permsalahan aspirasi, pengaduan dan juga 

permohonan data mengenai pelayanan 

publik pada satu instansi saja tetapi beberapa 

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang 

berada di Kota Cilegon termasuk Dinas 

Kominfo, yang nantinya semua pegaduan 

masuk ke dalam SP4N lapor dan kemudian 

dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Cilegon 

yang kemudian akan disposisikan kepda 

seluruh dinas terkait mengenai 

permasalahan layanan yang dilaporkan oleh 

Masyarakat. SP4N lapor dapat diakses 

melalui  website ataupun aplikasi yang dapat 

diakses melalui link sebagai berikut 

https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah

-kota-cilegon.  

Menurut Rogers (2003) dalam teori 

Difusi Inovasi, keberhasilan implementasi 

suatu inovasi teknologi bergantung pada 

tingkat adopsi masyarakat terhadap sistem 

tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor 

keunggulan relatif, kompatibilitas, 

kompleksitas, observabilitas, dan 

trialability. Dalam konteks SP4N LAPOR, 

faktor-faktor ini berperan dalam 

menentukan sejauh mana masyarakat Kota 

Cilegon dapat menerima dan memanfaatkan 

platform pengaduan berbasis digital. Dan 

Adanya SP4N LAPOR menjadikan sebuah 

inovasi dan langkah baru untuk pemerintah 

Kota Cilegon dalam upaya meningkatkan 

pelayanan publik daerah. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan 

sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana pengelolaan website SP4N 

LAPOR oleh Dinas Kominfo Kota Cilegon 

dalam meningkatkan pelayanan publik 

berbasis e-government. Kemudian, 

penelitian ini juga mengidentifikasi 

tantangan yang dihadapi serta memberikan 

rekomendasi guna meningkatkan efektivitas 

sistem dalam mendukung pelayanan publik 

yang lebih responsif dan transparan. Terkait 

permasalahan diatas, maka titik tekan  

penelitian ini mengkaji atau menganalisis 

terkait “Analisis Pengelolaan Website 

SP4N LAPOR Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Publik Berbasis E-Government 

Di Dinas Kominfo Kota Cilegon”.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan mengenai fenomena secara 

sistematis melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi (Metode et al., 2022). 

Penelitian dilakukan di Dinas Kominfo, 

Dinas Sosial, dan Kecamatan Ciwandan 

Kota Cilegon pada Desember 2024 - Januari 

2025. Data yang dikumpulkan oleh unit 

https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-cilegon
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-cilegon
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analisis mencakup individu, organisasi, dan 

fenomena yang berkaitan dengan 

pengelolaan SP4N LAPOR. Data yang 

dikumpulkan dari sumber primer, yaitu 

wawancara dan observasi langsung, serta 

dari sumber sekunder, yaitu dokumen dan 

literatur. Menurut (Wiraguna et al., 2024) 

Teknik pengumpulan data termasuk 

wawancara terstruktur dan terbuka dengan 

masyarakat dan pejabat, observasi langsung, 

dan dokumentasi seperti foto dan arsip. 

Dalam keabsahan data dapat diuji dengan 

triangulasi sumber dan teknik, sementara 

analisis data peneliti menerapkan model 

Miles & Huberman yang mencakup 

mengenai pengumpulan, reduksi, penyajian, 

serta penarikan kesimpulan, digunakan 

untuk analisis data. Pengambilan sampel 

menggunakan snowball sampling, yang 

berarti pemilihan responden secara bertahap 

berdasarkan relevansi data (Dr. Fenti 

Hikmawati, 2017). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pada bagian deskripsi hasil penelitian, 

memaparkan temuan-temuan yang diperoleh 

selama penelitian mengenai pegelolaan 

website SP4N lapor mulai dari penyampaian 

layanan, pengelolaan pemerintah dan 

partisipasi masyarakatnya untuk 

meningkatkan pelayanan publik berbasis e-

government di Kota Cilegon. Dari beberapa 

indikator diatas dapat ditemukan hasil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Adanya Proses penindak lanjut yang 

dilakukan oleh opd terkait, untuk proses 

penindak lanjutan yang dilakukan opd, 

masyarakat dapat melihat perkembangan 

laporan mereka pada website akan tetapi 

masih kurangnya partisipasi masyarakat 

mengenai sistem penindak lanjut laporan 

yang ada pada website SP4N lapor. 

2. Adanya peningkatan partisipasi 

masyarakat yang terjadi pada bulan 

januari yang tercatat ada 13 pengaduan 

dan pada bulan februari adanya 

peningkatan yaitu 34 pengaduan laporan. 

Hal ini merupakan suatu hal yang positif 

pada partisipasi masyarakat terhadap 

pelayanan SP4N lapor . 

3. Adanya kegiatan koordinasi antar pihak 

admin intansi dengan admin penghubung 

yang melibatkan komunikasi yang efektif 

melaui komunikasi via whatsapp grup 

dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan dari proses laporan yang 

diajukan masyarakat. 

4. Adanya kegiatan penilaian instansi 

terbaik yang dilakukan pemerintah pusat 

merupakan menjadi hal dorongan bagi 
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seluruh pihak instansi untuk melakukan 

penindak lanjutan laporan terbaik. 

5. Adanya kegiatan sosialisasi secara 

langsung yang dilakukan pemerintah 

Kota Cilegon saat proses peluncuran 

merupakn bentuk memperkenalkan 

website pelayanan publik bebasis e-

governemnt di kota Cilegon melalui 

website SP4N lapor  kepada masyarakat 

kota Cilegon. Serta bentuk implementasi 

yang dilakukan pemerintah kota Cilegon 

yaitu mengimpementasikan melalui 

media sosial baik instagram, wa, Radio 

FM Kota Cilegon ataupun media sosial 

lainnya. 

6. Adanya kegiatan melakukan pengaduan 

melalui media sosial yang marak 

dilakukan masyarakat ketimbang 

melakukan pengaduan atau laporan ke 

kanal pemerintah langung hal ini 

dikarenakan kurangnya literasi digital 

masyarakat mengenai pemerintah daerah. 

Untuk hasil wawancara dan temuan 

peneliti, ditemukan bahwa pihak 

pengelola dan OPD-OPD sudah baik 

dalam menyampaikan layanan publik  

SP4N LAPOR kemasyarakat sesuai 

dengan aturan kebijakan yang tertuang 

pada Peraturan Metri Dalam negri No 8 

tahun 2023 mengenai sistem pengelolaan 

pelayanan publik berbasis e-government. 

Pada penerapan dan implementasi yang 

masih kurang kepada masyarakat yang 

mengakibatkan kurang nya partisipasi 

masyarakat kota cilegon kebijakan e-

government pada layanan SP4N LAPOR. 

dan dapat disimpulkan dari hasil temuan 

diatas mengenai mengenai Pengelolaan 

Website SP4N Lapor Sebagai Bentuk 

Pelayanan Publik berbasis E-

Government Di Kota Cilegon. Layanan 

SP4N LAPOR di Kota Cilegon sudah 

mengikuti Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 8 Tahun 2023, namun masih 

menghadapi kendala dalam 

implementasi, terutama rendahnya 

partisipasi masyarakat. Meskipun 

terdapat peningkatan pengaduan, masih 

banyak warga yang tidak mengetahui 

mekanisme tindak lanjut laporan. 

Koordinasi antar instansi berjalan efektif, 

serta pemerintah telah melakukan 

sosialisasi melalui berbagai media. 

Namun, masyarakat lebih cenderung 

mengadu lewat media sosial karena 

rendahnya literasi digital. Diperlukan 

upaya lebih lanjut untuk meningkatkan 

kesadaran dan pemanfaatan layanan ini 

secara optimal. 

 

Pembahasan 
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi bahwa dalam menganalisis 

pengelolaan SP4N lapor sebagai bentuk 

peningkatan pelayanan publik berbasis e-

government di Kota Cilegon. melalui 

berbagai hal mulai dari layanan publik yag 

diberikan pemerintah, pengelolaan 

pemerintah, dan partisipasi masyarakat 

maka telah diperoleh temuan penelitian yang 

penyampaian layanan publik berbasis E-

Government melalui website SP4N LAPOR 

di Kota Cilegon, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi layanan ini telah berjalan 

dengan cukup baik. Dinas Kominfo dan 

OPD terkait telah berupaya dalam 

mempermudah masyarakat dalam 

menyampaikan pengaduan, aspirasi, serta 

laporan lainnya Government melalui 

website SP4N LAPOR Kota Cilegon 

(Muhammad Fitri Rahmadana, 2020).  

Peningkatan Efektivitas Layanan Publik 

melalui E-Government Penyampaian 

layanan publik di Kota Cilegon melalui 

website SP4N LAPOR Kota Cilegon telah 

menunjukkan hasil yang positif dalam 

memberikan pelayanan berbasis e-

government (Heriyanto, 2022; JASMINE, 

2014; Setijaningrum, 2017). Dinas Kominfo 

dan OPD di Kota Cilegon telah 

memanfaatkan teknologi untuk 

meningkatkan kemudahan akses masyarakat 

dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, 

dan laporan lainnya. Secara keseluruhan, 

layanan SP4N LAPOR di Kota Cilegon telah 

berhasil dalam meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penanganan pengaduan 

masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya 

tercermin dalam kemudahan akses dan 

transparansi, tetapi juga dalam peningkatan 

partisipasi masyarakat yang semakin tinggi.  

Dinas Kominfo dan OPD di Kota Cilegon 

terkait terus berupaya untuk meningkatkan 

pelayanan ini, dengan memberikan sanksi 

dan insentif yang tepat untuk memastikan 

laporan masyarakat ditindak lanjuti dengan 

profesional. Implementasi SP4N LAPOR 

Kota Cilegon sebagai bentuk inovasi 

layanan publik berbasis e-government 

diharapkan dapat memperbaiki kualitas 

pelayanan publik serta kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah (Di & 

Cilegon, 2025). Hal tersebut sesuai dengan 

teori  menurut (Okanga & Adesegha, 2025) 

dalam bukunya Digital Government: 

Technology and Public Administration in 

the Information Age mengemukakan bahwa 

e-government ialah bentuk penggunaan 

teknologi informasi untuk meningkatkan 

efisiensi, transparansi, partisipasi dalam 

administrasi publik.  

Penerapan e-government dapat 

mengurangi biaya operasional, 
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meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

serta memberikan kemudahan akses 

masyarakat pada layanan pemerintah. 

Penerapan e-government pada SP4N 

LAPOR di Kota Cilegon mencerminkan 

upaya pemerintah Kota Cilegon melalui 

Dinas Kominfo dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

publik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi (Muhammad Fitri Rahmadana, 

2020).  

Menurut (Bantun et al., 2021) 

menyediakan platform yang mudah diakses, 

pemerintah dapat merespons kebutuhan dan 

masalah yang dihadapi masyarakat secara 

lebih efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip 

pemerintahan digital yang dibahas oleh 

West. Namun, untuk mencapai potensi 

penuh dari inisiatif ini, penting bagi 

pemerintah daerah untuk terus mengatasi 

tantangan seperti kesenjangan digital, 

literasi teknologi, dan memastikan bahwa 

semua lapisan masyarakat dapat mengakses 

dan memanfaatkan platform ini dengan 

optimal 

Berkaitan dengan kebijakan pelayanan 

yang diberikan, pemerintah berusaha 

mengelola SP4N LAPOR dengan 

memperhatikan mengenai kebijakan 

pengelolaan pelayanan publik, mekanisme 

pengelolaan, koordinasi antar pengelola dan 

admin penghubung serta peran pemerintah 

dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat 

yang transparansi (Setijaningrum, 2017). 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa SP4N LAPOR telah 

berhasil menyediakan mekanisme yang 

efektif untuk pengelolaan pengaduan publik 

meski terdapat beberapa tantangan, seperti 

kurangnya audit dan evaluasi di tingkat 

daerah, namun transparansi, koordinasi yang 

baik, serta penghargaan terhadap instansi 

yang berkinerja baik membuktikan bahwa 

platform ini mampu mempererat hubungan 

antara pemerintah dengan masyarakat serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai 

dengan teori Pendekatan Sistemik Terpadu: 

Pengelolaan pengaduan sebaiknya 

dilakukan melalui sistem yang terintegrasi 

secara nasional, seperti yang diamanatkan 

pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2013 mengenai Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik. Hal ini, memungkinkan 

koordinasi yang lebih baik antar instansi 

pemerintah dalam menangani pengaduan 

masyarakat. Dalam konteks SP4N LAPOR 

di Kota Cilegon, sistem ini berfungsi sebagai 

wadah utama bagi masyarakat untuk 

menyampaikan keluhan terkait pelayanan 

publik secara langsung kepada Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang. 
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Dengan platform yang terhubung secara 

nasional, setiap pengaduan yang masuk 

dapat diteruskan ke instansi terkait di Kota 

Cilegon, sehingga proses tindak lanjut lebih 

cepat dan akuntabel. 

Namun, meskipun SP4N LAPOR sudah 

menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan 

pengaduan yang terintegrasi, tantangan 

masih ada, seperti rendahnya responsivitas 

beberapa OPD, kurangnya sosialisasi, dan 

keterbatasan akses bagi masyarakat yang 

kurang melek teknologi. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan kapasitas SDM, 

optimalisasi sistem, serta kampanye edukasi 

agar masyarakat lebih aktif menggunakan 

layanan ini dan pemerintah dapat lebih 

efektif dalam menindaklanjuti setiap 

laporan. Dengan penguatan implementasi 

SP4N LAPOR sesuai dengan prinsip 

Pendekatan Sistemik Terpadu, pengelolaan 

pengaduan di Kota Cilegon dapat lebih 

efisien, transparan, dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat (Sansena, 2021). 

Dalam pengelolaan SP4N LAPOR, 

pemerintah tidak hanya memberikan 

penyedia layanan, akan tetapi sebagai 

fasilitator bagi masyarakat dapat 

menyampaikan kebutuhan dan keluhan. 

Teori Governance (Tata Kelola 

Pemerintahan)  yang mengatakan bahwa 

SP4N LAPOR menjadi sarana yang efektif 

untuk partisipasi aktif masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Adanya 

keterlibatan berbagai pemangku 

kepentingan pemerintah, masyarakat, dan 

OPD pada platform ini mencerminkan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 

kolaborasi dalam pelayanan publik(Alfiyah, 

2019) . Penjelasan diatas sejalan dengan 

konsep bahwa pengelolaan pelayanan publik 

harus didorong oleh tujuan untuk memenuhi 

harapan dan kebutuhan masyarakat, serta 

menjamin partisipasi aktif mereka dalam 

pembangunan. Disisi lain hal penting dari 

adanya pelayanan publik ialah partisipasi 

masyarakat pada pelayanan publik berbasis 

e-government melalui SP4N LAPOR 

mengalami kemajuan, terutama dalam 

pengaduan dan aspirasi (Putra, 2017). 

Namun, tingkat partisipasi masih belum 

optimal, karena banyak masyarakat yang 

belum memahami cara menggunakan 

platform ini.  

Faktor pendorong utama adalah 

kepercayaan masyarakat terhadap SP4N 

LAPOR sebagai platform resmi pemerintah, 

sedangkan faktor penghambat adalah 

ketidakpahaman terhadap fitur-fitur 

platform. Sosialisasi yang terbatas dan 

kurangnya pemahaman mengenai manfaat 

SP4N LAPOR menjadi tantangan utama. 

Masyarakat lebih memilih media sosial 
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untuk mengadu karena dianggap lebih cepat 

mendapat respons. Oleh karena itu, 

disarankan agar pemerintah memperkuat 

sosialisasi dan edukasi mengenai SP4N 

LAPOR melalui pelatihan, kampanye 

digital, dan penyuluhan langsung, serta 

meningkatkan interaksi dengan masyarakat 

untuk mendorong penggunaan platform ini 

secara optimal. Teori ini relevan Teori 

Partisipasi Digital (Digital Participation 

Theory) (BARICHELLO & CARVALHO, 

2013) mengemukakan bahwa media digital 

mengubah cara masyarakat berinteraksi 

dengan pemerintah, membuka peluang 

untuk partisipasi yang lebih luas. Dengan 

temuan penelitian yang menunjukkan bahwa 

meskipun ada kemajuan dalam partisipasi 

melalui platform SP4N LAPOR, masih ada 

kesenjangan dalam pemahaman masyarakat 

terhadap platform digital ini.  

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan website SP4N LAPOR 

sebagai pelayanan publik berbasis E-

Government di Kota Cilegon masyarakat 

secara keseluruhan telah berhasil 

memperbaiki kualitas pelayanan publik dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat, 

sejalan dengan teori e-government dan New 

Public Service yang menekankan efisiensi, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat 

dalam administrasi publik  tetapi masih ada 

tantangan terutama terkait pemahaman 

masyarakat terhadap fitur platform tersebut. 
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